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ABSTRAK. 

Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji model penyelesaian mahar yang masih terutang dan 

implikasinya terhadap keharmonisan keluarga, dengan fokus studi pada praktik yang terjadi di Kantor 

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.. 

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis-empiris atau 

sosiologis. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan pasangan suami istri, tokoh agama, 

dan petugas KUA, serta dokumentasi kasus-kasus pernikahan yang berkaitan dengan mahar terhutang. 

Analisis dilakukan secara deskriptif-argumentatif. 

Hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa keharmonisan rumah tangga sangat dipengaruhi oleh status 

pelunasan mahar. Keluarga cenderung harmonis apabila mahar dilunasi tepat waktu atau ada kesepakatan 
pelunasan yang jelas antara suami dan istri. Sebaliknya, konflik terjadi jika mahar tetap tidak dilunasi tanpa 

adanya niat baik dari pihak suami. Peneliti juga menemukan bahwa penyelesaian mahar terutang bisa 

dilakukan melalui musyawarah, mediasi keluarga, atau penyelesaian hukum di pengadilan. 

Originalitas (Novelty) Penelitian ini menyoroti keterkaitan langsung antara pelunasan mahar dengan 

kondisi psikologis dan stabilitas rumah tangga, sebuah aspek yang belum banyak diteliti secara mendalam 

secara sosiologis  

Implikasi Pentingnya edukasi pranikah dan pencatatan perjanjian mahar secara transparan agar tidak 

menimbulkan konflik dan menjaga keharmonisan keluarga. 

Kata Kunci: Mahar Berhutang, Keharmonisan Keluarga, Pernikahan 

 

ABSTRACT. 

Purpose – This study aims to examine the settlement model of deferred dowry (mahar) and its implications 

for family harmony, with a case study focused on practices at the Office of Religious Affairs (KUA) in 

Pangkalan Kuras District, Pelalawan Regency, Riau Province. 

Methodology – The research employs a qualitative approach with a juridical-empirical or sociological 
research type. Data were collected through observations, interviews with married couples, religious leaders, 

and KUA officers, as well as documentation of marriage cases involving unpaid dowry. Analysis was 

conducted descriptively and argumentatively. 

Findings – The findings indicate that household harmony is significantly influenced by the fulfillment 

status of the dowry. Families tend to be harmonious when the dowry is paid on time or when there is a clear 

repayment agreement between husband and wife. Conversely, unresolved dowry without the husband's 

good faith leads to conflict. The study also found that deferred dowry can be resolved through mutual 

agreement, family mediation, or legal proceedings in court. 

Originality/Novelty – This research highlights the direct correlation between dowry settlement and 

psychological well-being in family life—an area that has not been widely explored from a sociological 

perspective. 

 Implications – The study underscores the importance of premarital education and transparent 

documentation of dowry agreements to prevent future disputes and maintain household harmony. 

Keywords: Deferred Dowry, Family Harmony, Marriage 
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PENDAHULUAN 

Pernikahan merupakan akad antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk 

keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana diatur dalam syariat Islam 

dan hukum positif Indonesia. Salah satu unsur penting dalam pernikahan adalah mahar (mas 

kawin), yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada perempuan, baik secara langsung 

(mu'ajjal) maupun ditangguhkan (muajjalah). Mahar muajjalah, atau mahar yang dibayar 

kemudian, menjadi hal yang lazim dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya sering 

menimbulkan konflik, terutama ketika terjadi keterlambatan atau ketidakmampuan suami 

dalam memenuhi kewajibannya. 

Komplikasi Hukum Islam (KHI) hanya mengatur secara umum bahwa mahar yang belum 

diserahkan menjadi hutang, namun belum mengatur penyelesaian rinci jika terjadi 

perselisihan. Berdasarkan data Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, dari 

tahun 2021–2023 terdapat 165 pasangan menikah dengan mahar berhutang, dan beberapa 

di antaranya menghadapi konflik rumah tangga akibat mahar yang belum dibayarkan. Hal 

ini menunjukkan perlunya model penyelesaian yang tepat agar mahar berhutang tidak 

berdampak negatif terhadap keharmonisan keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengkaji model penyelesaian mahar berhutang dan implikasinya terhadap keharmonisan 

keluarga, dengan fokus pada studi kasus di KUA Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten 

Pelalawan, Provinsi Riau. 

seperti sering terjadi hubungan suami istri sangat rapuh, hubungan anak dengan orang tua 

dan antar anak pun kurang erat. Rapuhnya hubungan antar anggota keluarga 

berpengaruh terhadap pendidikan anak. Kegagalan pendidikan anak mengakibatkan 

anak menjadi nakal, berandalan, tenggelam dalam penyalahgunaan narkoba, apatis dan 

hidup tak tentu arah Depresi mental, tekanan kejiwaan, stress, penderitaan batin, banyak 

terjadi di kalangan orangtua dan anak-anak. Keadaan masyarakat atau keluarga seperti 

yang digambarkan tersebut rawan, padahal setiap bangsa harus bertahan hidup dengan 

mengoptimalkan potensi sumber daya manusianya. Selain itu, arus globalisasi yang tidak 

terhindarkan telah membawa kekeringan spiritual ketika semua orang disibukkan oleh 

kompetisi yang bersifat materi. 
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Persoalan muncul lainnya yakni setelah terjadinya perceraian antara suami dan 

istri yang telah memiliki anak. Tentunya hal ini memiliki dampak negatif dan positif 

bagi perkembangan kondisi anak, terutama terkait emosinyaHal ini dapat dipengaruhi 

adanya kurang perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Kurangnya 

perhatian dan kasih sayang tersebut menyebabkan timbul perasaan cemas, resah, 

bingung, sedih dan malu terhadap lingkungan sekitar yang pada akhirnya lari pada 

kenakalan remaja dan Narkoba sebagaimana fakta yang telah diuraikan sebelumnya. 

Namun, hal ini tidak akan terjadi jika kedua orang tua tersebut tetap menjalankan 

komunikasi yang baik satu sama lain dengan anak sehingga hubungan tetap terjalin baik 

dan anak dapat terbuka dengan orangtuanya. Oleh karena itu, yang perlu digaris bawahi 

dalam permasalahan emosi anak ini bukanlah status hubungan kedua orang tua, 

melainkan bagaimana orang tua tetap bertanggung jawab dan berkomunikasi baik untuk 

perkembangan anak. Hal ini dapat dibuktikan juga dengan adanya status kedua orang 

tuanya yang masih utuh dalam satu perkawinan tetapi tidak terjalin komunikasi dan 

keseimbangan hubungan antar orang tua dan anak dapat menyebabkan kerusakan psikis 

anak dan/atau anggota keluarga lainnya. Permasalahan ini akan semakin rumit jika 

sampai terjadi kekerasan pada anak akibat tidak terjalinnya hubungan baik antar 

suami/istri/suami-istri yang telah berpisah. Menurut Rizal Pamungkas dkk, terdapat 

hubungan antara pengasuhan orang tua dengan resiko tindak kekerasan anak di dalam 

rumah tangga. Selanjutnya dipaparkan bahwa pola pengasuhan orang tua yang baik akan 

berpeluang 2,92 kali menurunkan tingkat kekerasan yang terjadi pada anak jika 

dibandingkan dengan pola pengasuhan orang tua yang tidak baik dan tepat2. 

Berbagai permasalahan di atas tentunya dapat disimpulkan bahwa setiap 

individu dalam keluarga memerlukan kesehatan mental sehingga dapat menjalankan 

fungsinya masing-masing dengan baik. Termasuk pula, jika terjadi perceraian maka 

tetap memerlukan hubungan yang terjalin baik diantara suami atau istri yang telah 

berpisah, apalagi dalam hubungan sebelumnya telah memiliki anak. Seringkali 

keributan yang terjadi karena adanya perebutan hak asuh anak dalam proses perceraian. 

Pada prinsipnya, hakim akan mempertimbangan kemaslahatan bagi anak yakni 

kesejahteraan anak pasca perceraian tidak boleh terganggu, namun pada proses eksekusi 

seringkali terjadi keributan hak asuh anak . Pemeliharaan anak dalam perkawinan diatur 
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dalam Pasal 45 sampai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. Berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Rancangan 

Undang-Undang Hukum Terapan Peradilan Agama bidang Perkawinan, ditetapkan: 1) 

pemeliharaan anak yang belum dewasa atau belum berumur 12 (dua belas) tahun 

“apabila terjadi perceraian” adalah hak ibunya; 

2) apabila sudah dewasa, anak yang bersangkutan dapat memilih antara ayah atau ibunya 

sebagai pemegang hak untuk memeliharanya; dan 3) biaya pemeliharaan anak 

ditanggung oleh ayahnya. 

Berdasarkan hasil observasi awal, ditemukan berbagai persoalan yang muncul dalam 

praktik pernikahan dengan mahar berhutang di wilayah Kecamatan Pangkalan Kuras. 

Permasalahan tersebut mencakup adanya perselisihan antara suami dan istri yang 

disebabkan oleh tidak terpenuhinya pembayaran mahar oleh suami, serta ketidakjelasan 

kesepakatan mengenai mahar yang dijanjikan. Selain itu, persoalan ekonomi seperti 

kurangnya nafkah yang diberikan suami turut memengaruhi keharmonisan keluarga. 

Kondisi ini mencerminkan pentingnya kejelasan hukum dan solusi praktis atas 

permasalahan mahar berhutang, serta perlunya model penyelesaian yang dapat menjaga 

stabilitas rumah tangga. Agar penelitian ini lebih terfokus, kajian dibatasi hanya pada 

model penyelesaian mahar berhutang dan implikasinya terhadap keharmonisan 

keluarga. Fokus penelitian ini ditempatkan pada pasangan yang menikah dan tercatat di 

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi 

Riau. Permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada bagaimana kondisi 

keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang di Kecamatan 

Pangkalan Kuras serta bagaimana model penyelesaian yang diterapkan dalam 

menghadapi persoalan mahar berhutang dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah 

tangga di wilayah tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi 

keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar berhutang di Kecamatan 

Pangkalan Kuras dan untuk menganalisis model penyelesaian yang digunakan dalam 

menangani persoalan mahar berhutang serta bagaimana implikasinya terhadap 

keharmonisan keluarga. 
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METODE 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk 

menggali informasi secara mendalam terkait Model Penyelesaian Mahar Berhutang dan 

Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga di Kantor Urusan Agama Kecamatan 

Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Teknik pertama yang digunakan 

adalah wawancara semiterstruktur, di mana peneliti menyiapkan pedoman wawancara 

berupa daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Wawancara ini difokuskan 

kepada informan yang memiliki relevansi dengan topik penelitian, dengan tujuan untuk 

memperoleh makna yang mendalam dari pengalaman dan pandangan mereka terkait mahar 

berhutang dalam pernikahan serta dampaknya terhadap hubungan keluarga. 

Selain itu, peneliti juga melakukan observasi langsung di lapangan. Melalui observasi ini, 

peneliti mengamati situasi, kondisi, serta dinamika yang terjadi di lingkungan Kantor 

Urusan Agama, guna mendukung dan memperkaya data yang diperoleh dari wawancara. 

Observasi ini menjadi penting untuk menangkap konteks sosial dan kultural yang mungkin 

memengaruhi praktik penyelesaian mahar berhutang. 

Pengumpulan data juga dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan mencatat berbagai 

dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi ini mencakup catatan-

catatan resmi, serta foto-foto kegiatan observasi dan wawancara dengan subjek penelitian. 

Dokumentasi tersebut digunakan sebagai pelengkap dan penguat data yang telah diperoleh 

sebelumnya, sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan meyakinkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan mahar 

berhutang serta model penyelesaiannya, yang dilakukan di wilayah Kecamatan Pangkalan 

Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau. Dari hasil wawancara dan observasi, 
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ditemukan adanya variasi dalam kondisi keharmonisan keluarga tergantung pada status 

pelunasan mahar serta komunikasi antara pasangan. 

Pertama, terdapat keluarga yang tetap harmonis meskipun pernikahan diawali dengan 

mahar berhutang. Contohnya adalah keluarga Katiman dan Suparno. Dalam keluarga 

Katiman, mahar pernikahan sudah dilunasi meskipun mengalami keterlambatan, namun 

hubungan keluarga tetap terjaga dengan baik karena adanya kerja sama dan saling 

pengertian. Sementara itu, keluarga Suparno masih memiliki mahar yang belum lunas, 

tetapi hubungan keluarga tetap harmonis karena suami dan istri sudah sepakat mengenai 

waktu pelunasan dan masih menjaga komunikasi yang baik. 

Kedua, terdapat keluarga yang tetap menunjukkan sikap saling pengertian meskipun mahar 

belum dilunasi, seperti yang terjadi pada keluarga Wati. Dalam hal ini, walaupun kondisi 

ekonomi tidak stabil dan suami belum mampu melunasi mahar sesuai janji, namun karena 

ada musyawarah serta kesabaran dari pihak istri, keharmonisan rumah tangga tetap dapat 

dijaga sampai batas tertentu. Namun, jika situasi tersebut berlangsung terlalu lama tanpa 

kejelasan, keharmonisan mulai terganggu. 

Ketiga, terdapat keluarga yang mengalami ketidakharmonisan akibat mahar yang belum 

juga diselesaikan, seperti pada keluarga Ridha. Dalam kasus ini, tidak hanya mahar yang 

belum dibayar, tetapi juga terjadi kelalaian dalam menunaikan nafkah lahir, hingga suami 

jarang pulang dan tidak menunjukkan tanggung jawab. Akibatnya, konflik rumah tangga 

meningkat, dan istri akhirnya membawa persoalan tersebut ke KUA untuk proses hukum 

lebih lanjut. 

Berdasarkan data yang terkumpul, peneliti menyimpulkan bahwa terdapat tiga pola kondisi 

keharmonisan keluarga yang berkaitan dengan mahar berhutang: 

1. Keluarga harmonis dengan mahar yang telah dilunasi; 

2. Keluarga harmonis meskipun mahar masih terhutang karena adanya kesepakatan dan 

komunikasi yang baik; 

3. Keluarga tidak harmonis akibat mahar yang tidak kunjung dilunasi dan tidak adanya 

upaya penyelesaian yang jelas. 
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Sementara itu, dalam hal penyelesaian mahar berhutang, ditemukan beberapa model yang 

dilakukan oleh pasangan suami istri. Pertama, penyelesaian secara kekeluargaan dengan 

komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri, seperti pada keluarga Katiman dan 

Suparno. Kedua, penyelesaian dengan melibatkan keluarga besar untuk melakukan 

mediasi dan musyawarah bersama, seperti yang dialami oleh keluarga Wati. Ketiga, jika 

musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, maka penyelesaian dapat dilakukan melalui 

jalur hukum, sebagaimana yang dilakukan oleh keluarga Ridha yang membawa persoalan 

ini ke KUA untuk proses lebih lanjut. 

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa keberhasilan penyelesaian mahar 

berhutang dan dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada 

tiga faktor utama: kemampuan ekonomi, komunikasi yang efektif antara pasangan, dan 

keseriusan suami dalam memenuhi tanggung jawabnya sesuai dengan akad nikah yang 

telah disepakati. 

Pembahasan  

Dalam pembahasan ini, peneliti meninjau kondisi keharmonisan keluarga yang menikah dengan 

mahar berhutang berdasarkan perspektif hukum Islam dan temuan lapangan di Kecamatan 

Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan. Dalam ajaran Islam, mahar adalah bagian penting 

dalam akad pernikahan meskipun bukan merupakan rukun atau syarat sah nikah. Mahar dapat 

diberikan secara tunai maupun ditangguhkan sesuai kesepakatan antara calon suami dan istri. 

Jika mahar belum dilunasi pada saat akad, maka ia menjadi utang yang wajib dibayarkan oleh 

suami kepada istrinya. Islam menganjurkan agar mahar dibayarkan secepatnya dan bahkan 

mendorong untuk dilunasi sebelum terjadinya hubungan suami istri, meskipun tetap dibolehkan 

untuk menunda pembayarannya dalam batas kewajaran dan atas keridhaan istri. 

Dari hasil penelitian di lapangan, diketahui bahwa keharmonisan rumah tangga sangat 

dipengaruhi oleh status pelunasan mahar dan komunikasi dalam rumah tangga. Ada keluarga 

yang tetap harmonis meskipun mahar belum lunas, selama ada kesepahaman dan janji 

pelunasan yang disepakati bersama. Namun, pada keluarga lain, ketidakharmonisan mulai 

muncul ketika mahar tidak juga dibayarkan dan suami menunjukkan kurangnya tanggung 
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jawab. Oleh karena itu, mahar yang masih berstatus utang dapat menjadi sumber konflik jika 

tidak ada itikad baik atau kejelasan dalam pelunasannya. 

Hukum Islam memberikan ruang penyelesaian terhadap mahar yang belum dilunasi. Dalam hal 

ini, komunikasi dan musyawarah antara suami dan istri menjadi jalan utama penyelesaian. Jika 

tidak tercapai, maka dapat dilakukan mediasi keluarga sebagai bentuk penyelesaian secara 

kekeluargaan. Namun apabila kedua cara tersebut tidak membuahkan hasil, maka istri memiliki 

hak untuk membawa persoalan tersebut ke ranah hukum melalui Pengadilan Agama. Kompilasi 

Hukum Islam juga mengatur bahwa apabila mahar tidak ditunaikan sesuai kesepakatan, dan 

menimbulkan konflik yang berkepanjangan, maka permasalahan tersebut dapat dijadikan 

sebagai dasar gugatan, khususnya bila konflik telah mengarah pada hilangnya keharmonisan 

dan tidak ada lagi harapan hidup rukun dalam rumah tangga. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberlangsungan rumah tangga yang harmonis 

dalam konteks mahar berhutang sangat tergantung pada adanya komunikasi terbuka, 

kesepakatan yang jelas, tanggung jawab suami terhadap janji mahar, serta keterbukaan dalam 

menghadapi realitas ekonomi. Mahar bukan hanya simbol dalam akad pernikahan, tetapi juga 

menjadi indikator awal dari keseriusan suami dalam menjalani tanggung jawab pernikahan 

secara utuh. 

KESIMPULAN 

1. Hubungan keharmonisan antar suami dan istri memang terpengaruhi oleh kondisi lunas 

atau tidaknya mahar yang sudah dijanjikan dan ketepatan waktu pelunasan mahar sesuai 

perjanjian antara suami dan istri. Dengan penjelasan lebih lanjut terlihat dalam indikato 

kondisi berikut: a) Kondisi keluarga akan harmonis apabila mahar yang diberikan oleh 

suami terhadap istri dapat dilunasi oleh suami hingga waktu tertentu; b) Kondisi 

keluarga akan harmonis apabila mahar masih dalam kondisi terhutang tetapi dalam 

perjanjian pelunasan yang dilakukan antara suami dan istri: c) Kondisi keluarga tidak 

harmonis apabila mahar yang masih terhutang dan belum lunas serta tidak adanya niat 

pemberian mahar yang sudah dijanjikan oleh suami terhadap istri. 

2. Mahar tidak termasuk dalam Rukun Pernikahan namun penyelesaian mahar terhutang 

dapat dilanjutkan apabila: a) dilakukan musyawarah mufakat dan perjanjian serta 

komunikasi yang baik antara suami dan istri; b) dengan musyawarah keluarga dan 
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mediasi antara suami dan istri; c) dilaporkan kepada pihak pengadilan karena tidak 

menemukan titik terang antara suami dan istri 
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